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Pengantar Penulis . . .

Suatu keniscayaan, pada awal pengantar ini penulis ingin menyampaikan
puji dan syukur kepada Allah SWT, atas segala pertolongan dan petunjuk yang
telah diberikan kepada penulis dalam menyusun dan merangkai kata-kata
hingga terkumpul menjadi naskah buku, yang penulis beri judul “Reformasi
Birokrasi dan Good Governance”. Dalam menyusun buku ini, penulis
tidak dapat memungkiri banyak merujuk pada buku-buku yang terlebih dahulu
terbit dan beredar di kalangan akademisi maupun praktisi. Sebagai ucapan
terima kasih kepada para ahli yang argumentasinya penulis jadikan rujukan,
maka penulis cantumkan sebagai referensi di halaman daftar pustaka.

Dalam buku ini, sebenarnya penulis hanya ingin turut andil menyebarkan
secercah ilmu pengetahuan sekalipun pada sisi yang lain penulis sadari akan
kekurangan dan kelamahan. Buku ini disusun berdasarkan pengetahuan,
pengalaman di dalam kelas mengajar, dan pengalaman-pengalaman lapangan
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yang pernah bersinggungan. Tidak cukup banyak memang, namun bagi penulis
sesedikit apapun, ilmu pengetahuan yang dimiliki tetap harus disampaikan
sebagai upaya saling memberi dan menerima (giving and receiving).

Bagian pertama buku ini memuat tentang pendahuluan yang memaparkan
tentang perjalanan birokrasi hingga pada titik birokrasi harus berhadapan dengan
situasi-kondisi yang mengharuskan adanya perbaikan komprehensif (reformasi
birokrasi). Reformasi birokrasi tidak datang begitu saja, melainkan didahului
oleh berbagai dinamika, pergeseran paradigma, hingga pada kondisi masyarakat
yang terbuai oleh pesatnya perkembangan Iptek. Birokrasi yang beberapa tahun
terakhir dijalankan, masih banyak disinyalir sebagai produk-produk kolonial
belanda. Sehingga kritikan dan saran datang silih berganti untuk mengubah
berbagai hal yang berhubungan dengan birokrasi.

Bagian kedua mengupas tentang konsep reformasi birokrasi baik secara
etimologi maupun dari sisi terminologi. Pembahasan pada bagian kedua ini
juga menyangkut perkembangan istilah-istilah hingga pada istilah birokrasi
yang dikenal saat ini. Tentu dalam buku ini lebih ditekankan pada birokrasi
publik mengingat target dan sasarannya adalah akademisi dan praktisi yang
bergelut di birokrasi publik. Namun juga tidak dipungkiri, dalam buku ini
penulis juga sedikit membahas hal-hal privat sebagai perbandingan dengan hal-
hal yang erat kaitannya dengan masalah publik. Pada bagian kedua ini, penulis
lebih banyak menyinggung konsep-konsep reformasi birokrasi, khususnya yang
dipaparkan oleh pemerintah selama ini sebagai upaya menyongsong terwujudnya
birokrasi kelas dunia.

Pada bagian ketiga, penulis uraikan bagian tersendiri dari Grand Design
dan Road Map Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah. Paparan
dalam bagian ini, termasuk membahas strategi hingga tahap-tahap pelaksanaannya.
Reformasi birokrasi bukan hanya pada tataran wacana sebagai geliat ledakan
egosentris sebagaian besar orang untuk lepas dari embel-embel kolonial, melainkan
harus sampai pada tataran akar rumput sehingga antara pemerintah dan masyarakat
sama-sama memiliki peran menyukseskan agenda besar reformasi birokrasi.
Oleh karena itu, dalam bagian ini, penulis juga menyisipkan ukuran keberhasilan
beserta indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pada bagian keempat, penulis memaparkan tentang dinamika sosial dan
politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika yang terjadi dalam
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reformasi birokrasi. Dinamika sosial dan politik selama ini disinyalir banyak
mengintervensi birokrasi. Dinamika politik yang terjadi, baik pada tingkat
pusat maupun tingkat daerah sedikit banyak memberikan pengaruh pada dinamika
sosial masyarakat. Oleh karena itu, birokrasi dengan segala perlengkapannya
dituntut untuk dapat menyesuaikan dengan perubahan sosial yang terjadi.

Bagian kelima menjelaskan tentang good governance sebagai bagian ujung
dari reformasi birokrasi. Pada bagian ini penulis memulai dari konsep dasar
good governance, unsur-unsur yang harus ada, prinsip-prinsip yang harus
dipegang teguh, syarat dan pelaku, hingga hambatan-hambatan dalam mewujudkan
good governance. Memang konsep good governance sudah dikenal cukup lama,
namun diakui atau tidak, pada negara-negara berkembang konsep tersebut
baru mulai dijalankan menyusul himbauan dari IMF yang mengharuskan
negara-negara yang menerima bantuan harus menjalankan good governance.
Titik inti good governance adalah bagaimana suatu negara dapat melibatkan
tiga unsur pokok dalam berbagai aktivitasnya, yakni pemerintah sendiri, pihak
swasta, dan civil society.

Pada bagian keenam, penulis membahas tentang pelayanan publik sebagai
hilir dari birokrasi secara teknis. Pelayanan publik menjadi salah satu indikator
penting bahwa good governance dalam suatu negara telah terwujud. Pelayanan
publik merupakan produk pasti dari birokrasi, sehingga birokrasi juga disebut
sebagai ruang sentral interaksi antara pemerintah dan warganya dalam upaya
pemenuhan kebutuhan dan cita-citanya. Dalam bagian ini membahas tentang
konsep pelayanan publik, barang-barang publik dan privat, tantang pelayanan
publik saat yang akan datang, kepuasan terhadap pelayanan publik, hingga
pada pengawasan pelayanan publik.

Pada bagian penutup sebagai bagian akhir, penulis memberikan catatan
bahwa pelayanan publik memang tidak semestinya diartikan sebagai pemberian
pelayanan perusahaan atau organisasi swasta terhadap konsumen atau
pelanggannya, melainkan lebih kepada antar-klien dimana pemerintah dan
masyarakat sama-sama berperan dalam pelayanan publik. Kondisi demikian
diharapkan mampu melahirkan kehangatan dan keharmonisan antara pemerintah
dan masyarakat, sehingga masyarakat tidak hanya sebagai objek, melainkan
juga sebagai subjek dari pelayanan.
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Di akhir kata, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua
pihak yang tidak bisa disebut satu persatu dalam penyelesaian buku ini. Terlepas
dari kelebihan yang ada, penulis sadari akan banyaknya kekurangan karena
keterbatasan knowladge dan wawasan. Saran-saran sangat dibutuhkan dari sidang
pembaca sekalian sebagai evaluasi demi perbaikan ke depannya. Semoga rangkaian
kata dalam buku ini dapat menambah pengetahuan dan memberikan manfaat.
Selamat membaca.

Malang, 27 April 2019

Penulis
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Pengantar Penerbit . . .

Kondisi birokrasi Indonesia di era reformasi saat ini bisa dikatakan belum
menunjukan arah perkembangan yang baik, karena masih banyak ditemukan
birokrat yang arogan dan menganggap rakyat objek lain yang membutuhkannya.
Celakanya, praktik korupsi kolusi dan nepotisme yang masih banyak menjangkiti
tubuh birokrasi tak kunjung hilang, serta mentalitas birokrat yang amoral juga
masih banyak ditemukan. Demi melaksanakan fungsi birokrasi secara tepat,
cepat, dan konsisten serta untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan
baik, maka pemerintah telah merumuskan sebuah peraturan sebagai landasan
dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia melalui Peraturan Presiden
Nomor 80 tahun 2011 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Indonesia
2010-2025.

Tujuan pelaksanaan reformasi administrasi dan birokrasi pemerintahan
daerah adalah untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, untuk
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menjadikan kinerja organisasi pemerintah daerah yang lebih efektif,
menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah, memaksimalkan pengelolaan
sumber daya pembangunan berbasis kepentingan masyarakat. Reformasi
administrasi dan birokrasi pemerintah daerah dapat diwujudkan dalam tiga
klaster: klaster pertama yakni Penguatan pada regulasi dan kebijakan pemerintah;
klaster kedua yakni Penerapan e-government dan e-governance; klaster ketiga
yakni Kerja sama antar-pemerintah “collaborative Governance”. Tujuan pertamanya
yakni memperkuat pemerintahan di daerah, meredifinisi hubungan pusat dan
daerah, daerah dengan daerah lainnya dalam territorial bond. Kedua, reformasi
mendorong partisipasi dan kepercayaan publik kepada pemerintah daerah
melalui sistem kerja yang transparan, efektif, efisien, responsif, dan di dukung
oleh akuntabilitas yang tinggi.

Rekomendasinya yakni diperlukan sinergitas antar-pemerintah yang
bertumpu pada kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat, menyusun
regulasi dan kebijakan yang bersifat fleksibel, adaptif, kreatif dan dapat
mendorong peningkatan kapasitas daerah dalam mengelola potensi daerah,
serta mampu bersaing pada era kekinian dan di masa mendatang. Dengan
begitu, ketiga klaster dari tujuan reformasi birokrasi tersebut dapat berjalan
dengan sinergis.

Buku ini mengantar pembaca untuk menyelami kajian birokrasi dan
pemerintahan. Sebagai kajian pengantar, buku ini juga perlu dibaca oleh mahasiswa
yang mengkaji materi dasar mengenai reformasi birokrasi dan governance.

Penerbit memberikan apresiasi kepada penulis karena telah memberikan
sumbangsih terhadap pendalaman kajian di ranah administrasi negara. Kajian
ini menjadi sangat penting dan relevan di tengah visi negara untuk terus
menerus menghadirkan citra dan kerja yang semakin baik.
Selamat membaca. Mari, rebut perubahan dengan membaca!
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